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ABSTRACT

This writing discusses the issue of nominee agretnrelated to ownership rights to land
and buildings for foreign citizens by lending thenres of Indonesian citizens as a bridge.
This writing aims to analyze the validity of nongregreements according to Civil Law in
Indonesia and to analyze the legal power of nomiageeements on property rights for
foreign citizens in the event of a conflict betwéssn parties according to Indonesian Civil
Law. This research is a normative juridical resdarto solve problems in accordance with
the provisions of the norms that apply to the I&e primary source of legal materials used
is the Civil Code, Basic Agrarian Law RegulatioBsurces of secondary legal materials are
obtained through literature review and referenaes T journals, articles and law books. The
results show that the Nomine Agreement is oneeotdkegories of Inominaat agreements, or
what is often referred to as an unknown agreemeitit & certain name, which is an
agreement that is unknown or not regulated in daw in Indonesia.

Keywords: Nominee Agreement; Freehold Agreement; Anonyrgusement

PENDAHULUAN

Manusia adalah makluk sosial yang saling beringrantara satu dengan yang
lainnya,namun hal tersebut tidak berarti setiapngrédebas melakukan kehendak yang
diinginkan ada batasan batasan norma hukum yangatenya agar terjaminnya masyarakat
yang tertib dan damai.Norma tersebut mengatur hydourantara setiap individu dengan
individu lainnya maupun kelompok.Norma tersebusliat mengatur dan memaksa sehingga
setiap prilaku dan tindakan yang dilakukan bukaas d&emauan sendiri melainkan sesuai
dengan norma hukum yang ada.

Dalam hal ini pemerintah adalah pencipta norma hukarsebut dengan maksud
mengatur adanya larangan dan sanksi bagi yang gugsamya. Begitupula terkait Hak
Kepemilikan di Indonesia pemerintah menegaskan bdbagi Warga Negara Asing, Badan
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Hukum Asing atau yang tidak disebutkan dalam attessebut dilarang ataupun dibatasi hak
kepemilikannya di Indonesia.

Hak Milik itu sendiri diatur dalam Undang-Undangkei Agraria (UUPA”) Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Poko#riAdgerdasarkan Undang-Undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 21 tersebaka Hak Milik yang dimaksud
ditunjukan Bukan untuk Warga Negara Asing atau Baddaaha Asing.Sehingga perjanjian
Nominee atau Perjanjian Pinjam Nama merupakan Be&buHukum yang pada hakekatnya
adalah suatu pelanggaran atau suatu Penggelapamt-uk

Ada dua jenis perjanjian menurut pasal 1319 KUHI&%&r yaitu perjanjian yang oleh
Undang-Undang diberikan suatu nama khusus yanguigeerjanjian (Nominaat Contract)
dan perjanjian tak dikenal dengan suatu nama tertgang dengan kata lain perjanjian tak
bernama inominaat contract.Istilah (kata) Perjanjian bukan merupakan hal yang
baru,Perjanjian kerap ditemui dalam kehidupan sétzar.Hal tersebut seperti melekat erat
disetiap lini kehidupan hingga saat ini.Sehingggaagan tersebut dianggap hal yang sudah
biasa terjadi.

Perlu dijelaskan bahwa Perjanjian itu sendiri berser dari kata dasar janji yang
artinya suatu tindakan antara dua orang atau lefibk melakukan sesuatu. Subekti dalam
bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian mengemukaianwa suatu perjanjian adalah
suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepaoiarsg lain atau dimana dua orang saling
berjanji untuk melaksanakan sesuatu “Bellam KUHPerdata (pasal 1313) menjelaskan
pengertian perjanjian itu sendiri merupakan suatbyatan dengan mana satu orng atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Peristiwva perjanjian tersebutlah yang kemudian rpémican perikatan yang
menghubungkan antara dua orang atau lebih sehkeggadian disebut sebagai perikatan itu
sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa hubunganranparikatan dan perjanjian adalah
bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan.

Oleh karena itu perjanjian merupakan sumber penkbahkan menjadi sumber utama
yang melahirkan perikatan atau dengan kata lajjamen itu sendiri menerbitkan perikatan
antara dua orang atau lebih yang memuatnya.

Sehingga dari perikatan tersebut masing masingmhbng terikat untuk memunuhi

kewajiban dan untuk memperoleh haknya.Bentuk pgajantersebut merupakan suatu

1J.Satrio Hukum Perjanjian Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1992 ,h&61
2Subekti,Hukum Perjanjian Intermasa, Jakarta, 2004, h.1
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rangkaian perikatan yang berisi janji janji atausdq@akatan kedua belah pihak atau
lebih.Perikatan tersebut juga selain untuk bertsesuatu dapat juga merupakan perikatan
untuk tidak melakukan sesuatu (KUHPerdata pasal)lZersetujuan seringkali disebut juga
sebagai perjanjian,hal ini dikarenakan kedua bpibaéik saling menyetujui untuk melakukan

sesuatu.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Indonesia Dan
Warga Negara Asing

Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinertad yelas bahwa sistem hukum
tersebut tidak mengenal adanya konsep Nominee.N@mito sendiri bermula atau berawal
dari negara yang menganut sistem hukum Common Lawsé&p Nomine baru dikenal
didalam sitem hukum di Indonesia sejak derasnya ianestasi Asing sekitar tahun 1990-an
dan digunakan dalam beberapa transaksi hukum.Noiurngendiri diartikan secara umum
adalah perjanjian dengan meminjamkan nama wargaradgdonesia yang dilakukan oleh

warga negara Asing.

Ada pula pengertian perjanjian Nominee menurut IBtad.aw Dictionary yaitu :
“One who has been Nominated or proposed for aneofiice designated to act for another in
his or her place.one designated to act for anothscis representative in a rather limited
sense. It is used sometimes to signify an agemtistee. It has no connotation,however, other
than that of acting for another,in repsensation &oother,or as the grante of another.”

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwanggfélominee sebagai satu pihak
yang ditunjuk pihak lain untuk mewakili untuk datas nama pihak yang menunjukkan
nominee tersebut.Pihak yang menunjuk nomine selisgput sebagai pihdkeneficiarydan
pihak nomineeyang melaksanakan kepentingan beneficiary hasisgaselengan yang sudah
diperjanjikan dan sesuai dengan perintah yang iétdreolehbeneficiary®

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam konseprpananominee dikenal ada 2
(dua) pihak yaitu pihak nominee yang tercatat se¢arkum dan pihakeneficiary yang
merasakan keuntungan dan kemanfaatan yang dilakoledm pihak yang tercatat secara

Hukum.

3Natalia Cristine purhakeabsahan Perjanjian Innominat Dalam Bentuk Na@mhkgreementDepok,
Tesis Magister Fakultas Hukum Ul, 2006, hal. 33
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Dari dua pihak yang dalam perjanjian nomine tersemmelahirkan dua jenis
kepemilikan seperti dalam kepemilikan tanah oldmabkiasing ataupun badan hukum asing
yang menggunakan konsep nominee,yaitu pemilik yi@ncatat dan diakui secara hukum
(legal owne) dan pemilik yang sebenarniganeficiary.

Berdasarkan hukum pemilik yang sah terhadap bemdaltut merupakdaegal owner,
yang jelas memiliki hak untuk mengalihkan, menjualembebani, menjaminkan serta
melakukan tindakan apapun atas benda tersebuthgieaa pihakbeneficiarytidak diakui
sebagai pemilik atas benda tersebut secara hukum.

Karena jelas bahwa yang tercatat sebagai pemifig gah berdasarkan identitas dari
pihak legal ownerdalam sertifikat tanah tersebut,sedangkan pibakeficiary nama dan
identitas dalam bentuk apapun tidak tercatat daertifikat tersebut. Dengan digunakannya
nama serta identitas dari nominee sebagai pihak yercatat secara hukum,maka pihak
beneficiarymemberikan kompensasi dalam bentokninee fee.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahevaineeadalah orang yang
ditunjuk atau diangkat untuk mewakili atau mengatasiakan orang lain dalam melakukan
suatu tindakan hukum tertentu.Sehingga dapat klitashwa didalam perjanjian nominee
terdapat beberapa unsur yakni Adanya perjanjianbpean kuasa antara dua pihak,yaitu
beneficiary ownersebagai pemberi kuasa,yang didasari adanya rasackgpan terhadap
nomineeKuasa yang diberikan bersifat khusus dengan jendakan yang terbatas dan

Nomine bertindak seakan akan sebagai perwakilarbdaeficiary ownedidepan hukum.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian
Suatu perjanjian dikatakan sah jika memenuhi sygatat dan ketentuan yang telah
diatur dalam KUHPerdata yaitu Pasal 1320. Didalasaptersebut dijelaskan adanya 4 syarat

Sahnya suatu perjanjian, yakni :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak,

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,

3. Adanya objek, dan

4. Adanya causa yang hafal.

Dari keempat syarat diatas,maka jelas bahwa swajanfian harus memenuhi syarat
tersebut, dalam hal membuat suatu perjanjian aggargian dinyatakan sah dan berlaku.

Syarat yang pertama dan kedua dalam pasal tersdimatmakan sebagai syarat-syarat

“Salim HS,Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kont&ikar Grafika, Jakarta, 2013, h.33.
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subyektif, karena mengenai pihak-pihak atau sulygelk) mengadakan perjanjian. Sedangkan
dua syarat yang terakhir dinamakan sebagai sygasats obyektif karena mengenai
perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuataruhuigang dilakukan ita.

Syarat-syarat tersebut memiliki konsekuensi ataloadkika salah satu atau lebih tidak
terpenuhi.Apabila syarat pertama dan kedua tidgleteihi maka perjanjian tersebut dapat
dibatalkan,namun harus adanya permintaan dari salffthpihak. Artinya, bahwa salah satu
pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk mateikbn perjanjian yang
disepakatinya.Selama perjanjiian itu belum dibatalgerjanjian tersebut masih mengikat
para pihak.Pembatalan tersebut berlaku apabilahswadti putusan hakim dan sudah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tetpkriuhi maka perjanjian tersebut
batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula péiganitu dianggap tidak adaDengan
sepakat, dimaksudkan bahwa kedua belah pihak at@luak subyek yang mengadakan
perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau skata menganai hal-hal yang pokok dari
perjanjian yang diadakan tersebut. Kedua belahkpienghendaki sesuatu yang sama secara
timbal-balik.

3. Dasar Berlakunya Perjanjian Nominee

Prinsip dan konsep dasar yang digunakan dalamrgiananominee di Indonesia
merupakan kebebasan berkontrak,yang jelas prinsipetiut diatur dalam Buku Il
KUHPerdata.Pada pasal 1319 KUHPerdata terdapat jeshis perjanjian yaitu perjanjian
yang diberinama oleh undang-undang yang serirgbdimominaat contractan perjanjian
yang tidak diberikan nama atau tidak dikenal dengmma tertentu oleh undang-undang dan
perjanjian tersebut dinamakarominaat contract.

Perjanjian merupakan hal utama dan terpenting d@@nggunaan konsdgominee
karena perjanjian nominee yang dibuat para piheelait lebih menitik beratkan kepada
pihak yang ditunjuk sebagaiominegedengan pihak yang sesungguhnya akan menikmati
kemanfaatan dari benda yang dimiliki olelemineeyakni beneficiary owner.

Perjanjian Nominee ini sendiri lahir karena adaagas kebebasan berkontrak yang

diatur dalam hukum perjanjian,sehingga perjanjiaminee dikategorikan sebagai perjanjian

*Subekti,Op.Cit, hal.17
®Salim HS,0p.Cit, hal.35 .
"Subekti,Loc.Cit
8 J.Satriogp.cit, hal.116
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yang tidak diatur didalam undang-undang dikarendi@om ada peraturan secara khusus
mengenai konsepnominee.Karena hal tersebut perjanjian nominee digolongkebagai
perjanjian yang tak bernaman@monaal yang muncul berdasarkan asas kebebasan
berkontrak pacta sunt servandaan itikad baik dari kedua belah pihak.

Perjanjian Nominee merupakan suatu perjanjian ydikgtakan sah dan memiliki
kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatkgaditinjau dari aspek kebebasan
untuk membuat perjanjian,kebebasan untuk menentusiaperjanjian yang dibuat dan
kebebasan untuk menandatangani perjanjian terkaigia aspek tersebut merupakan
penjabaran dan perwujudan dari asas kebebasannbtmtkalan asas kekuatan mengikat
(pacta sun servandgpgng diatur dalam KUHperdata Pasal 1320 junct@lP&38 ayat (1) .

Setiap dan seluruh ketentuan yang terdapat dalagjanpan yang dibuat akan
mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagk piang membuatnya dan karenanya
peraturan-peraturan yang ada dalam Buku Ill KUHB®rdherupakan pelengkap s&ja.

Ketentuan yang mendasari kekuatan mengikat danbksba berkontrak suatu
perjanjian diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) KUtdB& yang menyatakan bahtgemua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagadang- undang bagi mereka yang
membuatnya”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setiamgoratau pihak yang
membuat perjanjian dengan sah akan mengikat ddakbebagi mereka sebagai undang-
undang pact sun servanddetentuan tersebut sekaligus mengandung unsurasfaek dari
kebebsasan berkontrak,kekuatan mengikat dan kepdstkum.

Asas kebebasan berkontrak erat kaitannya dengakeksatan mengikat dalam suatu
perjanjian menurut KUHPerdaka. casu, yang artinya bahwa pembuat undang-undang
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk merggdiri hubungan hukum antara
mereka ,meliputi menetapkan causa,objek,syaragtgan ketentuan-ketentuan,bentuk serta
judul,melalui suatu perjanjian dan sekaligus membarkekuatan hukum mengikat bagi para
pihak yang membuatnyadct sun servanda)

Namun ada juga batasan-batasan didalam asas kabebasdkontrak yaitu batasan
terhadap keabsahan suatu perjanjian dan batadasdagr isi perjanjian itu sendiri,dalam
artian bahwa batasan tersebut dapat dipakai selagar oleh para pihak yang membuat

perjanjian untuk mengubah dan atau melengkapeigapjian.

Batasan yang menyangkut terkait keabsahan pemamengandung arti bahwa suatu

perjanjian dinggap sah oleh para pihak yng memlyaaapabila dalam pembuatan perjanjian

°Subekti,op.cit, hal.128
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tersebut telah memenuhi keempat unsur yang ditetaleh KUHPerdata pada Pasal 1320,
sedangkan bataan yang mengenai isi perjanjian diliadt dalam ketentuan Pasal 1339
KUHPerdata, yakni gersetujuan tidak hanya mengikat untuk hal hal yaegara tegas
dinyatakan didalamnya,tetapi juga untuk segala agswang menurut sifat perjanjian,
diharuskan oleh kepatutan,kebiasaan dan undang-umda

Maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Nominedaadperjanjian yang lahir dan
bersumber dari asas kebebasan berkontralpdeinsun servand&etentuan-ketentuan yang
ada didalam perjanjian nominee tersebut mengikeat p#nak yang membuat perjanjian dan
sebagai Undang-undang.

4. Peraturan Dasar Hak Milik

Dasar peraturan tentang pertanahan di Indonesiatatindang-undang Tahun 1960
Nomor 5 yaitu tentang Dasar-dasar Peraturan Pokphr/a atau yang sering disebut sebagai
“UUPA” yang suda berlaku sejak tanggal 24 Septemtadénun 1960. UUPA memuat
konsepsi,asas-asas dan ketentuan pokok dari hulinah tnasional, sedangkan mengenai
pelaksanaannya diatur didalam berbagai perundadghgan lainnya. Pada Pasal 1 ayat (1)
dan (2) UUPA menyatakan bahwa seluruh tanah yaagada wilayah Indonesia merupakan
milik dari rakyat Indonesia. Berdasarkan konsepniaka kemudian hukum tanah nasional
membuat ketentuan bahwa hanya warga negara Indosggaiah yang dapat mempunyai dan
memiliki sepenuhnya serta menguasai tanah dendamhik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4)
dan Pasal 4 ayat (1) UUPA dapat disimpulkan segarais bahwa yang dimaksud dengan
tanah adalah permukaan bumi yang ada didaratapetamukaan bumi dibawah air,termasuk
air laut,yang dapat dimiliki oleh orang-orang,ba&&ndiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan orang yang lain serta badan hukum di Ind@mnes

Hak atas tanah yaitu hak atas sebagian tertentnuse@an bumi,yang terbatas
berdimensi dua dengan ukuran panjang dan leban§kaa hak menguasai tanah merupakan
serangkaian wewenang,kewajiban dan atau larangginpeaegang haknya untuk berbuat
sesuatu dengan tanah sebagai hak miliknya. Dalaal Reayat (1) UUPA dijelaskan bahwa
adanya hak-hak perorangan atas tanah dalam lindgkampgsa serta memiliki sifat
individual,yang artinya tanah yang bersangkutanatiagikuasai dan digunakan secara
perorangan dengan hak-hak yang bersifat pribadigseimana yang tercantum dalam pasal 9
ayat (2) UUPA.Hak perorangan atas tanah yang lamggbersumber dari hak bangsa disebut
sebagai hak primer.
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Hak tersebut meliputi hak milik,hak guna bangunak,guna usaha dan hak pakai
yang diberikan oleh negara.Sedangkan hak atas t@mmahtidak bersumber dari hak bangsa
melainkan didapat dari pemegang hak primer adad&hskkunder. Hak sekunter itu sendiri
meliputi hak guna bangunan dan hak hak yang diaerideh pemilik tanah,hak gadai,hak
usaha bagi hasil,hak menumpang,hak sewa dan tmaiy#adari beberapa hak perorangan atas
tanah tersebut,satu-satunya hak yang dapat dirolgkih Warga Ngara Indonesia adalah Hak
Milik.

Namun dalam perkembangannya tidak hanya Warga Bég@onesia saja yang dapat
memiliki tanah dan hak milik,tetapi juga terdapadBn-badan Hukum yang ditetapkan oleh

pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-ardgagg berlaku.

Pengalihan Hak Atas Tanah

Ada beberapa hak milik yang dapat dialihkan keppithak lain ang diatur dalam
UUPA pada Pasal 26 khusunya pada ayat kesatugily),jual Beli, Penukaran, Penghibahan,
Wasiat, Adat, atau dengan perbuatan lain dan ds&swai dengan peraturan yang ada.

Peralihan Hak Milik diatas tidak diberlakukan kepaffarga Negara Asing dan Badan
Hukum.Peraturan yang mendasarinya adalah Pasal y26 wang kedua (2) pada
UUPA.Namun adanya pengecualian pada Pasal 2lyayat kedua (2) yaitu bagi warga
negara indonesia yang juga mempunyai kewarganagasiag dapat memiliki hak milik
dengan syarat bahwa memenuhi apa yang ditetapkanpeimerintah.Atau dengan kata lain
bahwa peralihan hak milik kepada warga negara asamgbadan hukum baik badan hukum
nasional maupun asing dilarang kecuali badan Hulang ditetapkan menurut peraturan
pemerintah tahun 1963 No. 38 tentang Badan HukumgY@iperbolehkan Memiliki Hak
milik Atas tanah.

Sedangkan peristiwva hukum yang menyebabkan beyalilak Milik kepada pihak-
pihak yang tidak berwenang sebagai pemegang hak,seperti warga negara asing,pada
Pasal 21 ayat yang ketiga (3) UUPA masih diakui aliperbolehkan dengan syarat orang
asing tersebut harus segera mengalihkannya kejzalayang memenuhi syarat.

Setiap peralihan,penghapusan, dan pembebananaitasilik kepada pihak lain yang
diatur dalam UUPA Pasal 23 harus didaftarkan sedeagan ketentuan UUPA pada Pasal
19.Dari ketentuan pasal-pasal tersebut merupakarsekoensi dari sistem pendaftaran
tanah.Hak milik sebagai hak yang bersifat kebengesiiu didaftarkan demi suatu kepastian

hukum.
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Selain itu fungsi dari pendaftaran tanah agar meotgle surat bukti yang lebih kuat
dan lebih luas daya pembuktiannya yaitu sertifikab hal tersebut merupakan kewajiban
terhadap peralihan hak atas tanah,sehingga pemégénatas tanah tersebut dengan mudah
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak t#aah yang dimaksud agar
mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa denghakpiainnya karena dibandingkan
dengan alat bukti lain,sertifikat merupakan tandktithak yang kuat.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49(2¢) UUPA dikatakan bahwa
sertifikat adalah alat bukti yang kuat dan bukarafiesatu-satunya alat bukti kepemilikan
hak atas tanah. Di karenakan masalah dalam sengaetd termasuk dalam perkara
perdata,maka hukum acara yang dipakai termasuknmyembuktian (alat alat bukti) berupa
surat.Sehingga undang-undang menentukan pihak yaaguntut berkewajiban untuk
membuktikan haknya,karena hal itu untuk menjamipekéian dipenuhinya hak dari masing
masing pihak, yang membuat perjanjian perlu memkaktadanya suatu alat bukti dalam
setiap perjanjian yang dibuat.

Alat bukti yang dimaksud,terdapat dalam ketentuasaP 1866 KUHPerdata yaitu
bukti tulisan, bukti dengan adanya saksi-saksisgegkaan, pengakuan dan sumpah. Di
dalam suatu perkara perdata,bukti tulisan merupakah bukti yang paling utama.Perlu
diketahui bahwa akta jual beli merupakan akta dtesgbagai bukti yang menunjukkan telah
terjadinya perbuatan hukum dalam proses jual ledlingiga terjadi peralihan hak atas tanah
dan bangunan.

Landasan dalam mengkategorikan bahwa akta jualnfeiupakan akta otentik yaitu
dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menjelaskan b&weu akta otentik adalah suatu
akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undangnggdibuat oleh atau dihadapan
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu diéemipnana akta itu dibuatnya®.

Dikarenakan Akta Jal Beli ini tidak bisa dibuat denbegitu saja karena yang
berwenang untuk membuatnya adalah Pejabat Pembkt® PRanah (PPAT). Dengan
demikian maka akta jual beli yang dibuat di hadap&®AT merupakan suatu akta otentik
yang mempunyai kekutan pembuktian yang sempurrkaskeaara formal maupun materiil.

Dengan adanya rumusan seperti diatas,maka dapatpdikan bahwa keistimewaan
dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pétrdnnya.Suatu akta otentik memiliki
pembuktian yang dinggap melekat pada akta itu sgyadiu memiliki kekuatan mengikat dan

sempurna.

Y%itab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.
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Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPA bahwa hanyaamaegara Indonesia sajalah
yang dapat mempunyai hak milik.sedangkan terhadapgav negara asing jelas tidak
diperbolehkan dan badan hukum kecuali yang ditunjek pemerinah,dan hal ini diperkuat
juga oleh PP.N0.38 Tahun 1963 tentang penunjukatarba&aukum yang diperbolehkan
memiliki hak milik atas tanah.

Perjanjian pinjam nama atau perjanjian nominee pakan upaya penggelapan
hukum.Akibat dari adanya causa tersebut jelas m@ngan dengan undang-undang,maka
perjanjian nominee tersebut batal demi hukum kamefz objektif dalam perjanjian tidak
terpenuhi.Sehingga perjanijian tersebut dianggak fi¢trnah ad4.

Lebih lanjut menurut KUHPerdata pada Pasal 133gad@tkan bahwa suatu perjanjian
yang dibuat dengan causa yang terlarang, tidak meyap kekuatan. Apabila dikaitkan
dengan dasar berlakunya perjanjian nominee yakas &ebebasan berkontrak menurut
subekti, hanya perjanjian yang dibuat secara gahyaag mengikat kedua belah pihak.

Maka perjanjian nomine tersebut batal demi hukunkaminakan penggugat
menginginkan hak milik tersebut tetapi menggingahggugat merupakan Warga Negara
Asing maka hal tersebut jelas melanggar ketentidalaadn Undang-undang yang mengatur
subjek yang dapat memiliki hak atas tanah dan lrzary hal tersebut diatur dan
dikemukakan mengacu pada Pasal 21 ayat (1) UUPa&taklan bahwa hanya warga-negara
Indonesia dapat mempunyai hak milik. Akan tetaplach Pasal 21 ayat (2) UUPA diberikan
pengecualian, yaitu bahwa Pemerintah dapat meratap&dan-badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik.

Sedangkan, warga negara asing ( WNA) hanya mentiliki atas tanah berupa hak
pakai dan hak sewa untuk bangunan. Hak tersebetikiim kepada WNA dengan tujuan
untuk membuka ruang bagi investasi yang pada gilya dapat membangun kesejahteraan
masyarakat Indonesia. Suatu perjanjian nomine y@argujuan untuk dilakukannya suatu
kerjasama namun pada akhirnya bertujuan untuk noahkan Hak Milik secara tidak
langsung kepada Penggugat( melalui mekanisme garjamomine) yang bukan merupakan

subjek hak milik yang diatur menurut peraturan yadg di Indonesia.

PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapatbibi&asimpulan bahwa

Perjanjian Nomine merupakan salah satu kategofjamj&n Inominaat,atau yang sering

Ysubekti,Op.cithal.20-22.
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disebut juga sebagai perjanjian yang tidak dikedahgan suatu nama tertentu yang
merupakan perjanjian yang tidak dikenal atau tidiakur dalam hukum perdata di Indonesia.

Namun perjanjian tersebut timbul dan berkembangapadsyarakat karena suatu
kebutuhan. Berdasarkan pada Pasal 1319 KUHPerdgtajpan nominee harus tunduk pada
ketentuan-ketentuan umum hukum perjanjian yang uatm dalam buku 1l
KUHPerdata,termasuk diantaranya adalah ketentuamgen@i syarat sahnya suatu
perjanjian.Sehingga ditarik kesimpulan bahwa PggariNomine merupakan suatu perjanjian
yang tidak sah menurut hukum perdata di Indoneama dianggap sebagai suatu bentuk
penyelundupan hukum karena perjanjian tersebut tidenal dalam sistem hukum yang ada
di Indonesia dan mengandung tujuan yang tersembyaifi mensiasati keterbatasan hak
milik bagi warga negara asing dengan meminjamkananaarga negara Indonesia untuk
mengelabui ketentuan undang-undang guna memilikkinfiak atas tanah yang ada diwilayah
Indonesia,dan jelas bertentangan dengan UU No.&nraA60 yang mengatur tentang warga
negara asing tidak berhak memiiki hak atas tanalgate hak milik,namun perjanjian nomine
inilah yang menjadi tameng guna mensiasati agak tidelanggar ketentuan undang-undang
dengan meminjamkan nama warga negara Indonesigaalg@aya untuk mendapatkan hak
milik atas tanah di Indonesia.
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